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PENETAPAN
Nomor 548/Pdt.G/2022/PA.Tmk

a1 (s ) ) iy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan -, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara
yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus
tanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa
Nomor 0577/Reg.K/0548/2022/PA.Tmk tanggal 28 Maret
2022,sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak
Ada, tempat kediaman di XXXXX, Jawa Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2022
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 548/Pdt.G/2022/PA.Tmk,
tanggal 28 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tangga 23
Maret 2009 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang

Kota Tasikmalaya (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX) dan sebagaimana
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tercantum pula dalam Surat Keterangan Nikah No: XXXXX tanggal 28 April
2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXX;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan sampai saat ini telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan
Tergugat tersebut berlangsung selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun
masa perkawinan, bahwa sekira pada tahun 2021, dimulailah keharmonisan
rumah tangganya terganggu dan goyah, yang berdampak pada
pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat yakni pada bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang, sehingga
mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

6. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah
kepada Penggugat oleh sebab itu Penggugat tidak menerima keadaan
tersebut;

7. Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal bersama orangtua
Penggugat di XXXXX, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya
yakni yang beralamat di XXXXX;

8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atas
permasalahan dan kemelut rumah tangga tersebut, Penggugat telah
menempuh mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat serta
Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah
tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati
untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang
ada;
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10.Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan
penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan
kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai istri yang sholihah, sehingga tujuan
perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;
11.Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan tersebut diatas sudah sulit dibina lagi untuk membentuk suatu
rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud
dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;
12.Bahwa dengan demikian layaknya Yang Terhormat Ketua Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama
Kota Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum
jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXX), yang karenanya putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat karena perceraian;
13.Bahwa biaya-biaya yang timbul dari surat gugatan ini, Penggugat akan
menanggungnya;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum jatuh thalag satu ba’in sugro Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;
ATAU
Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Yang
Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo Et Bono);
Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum XXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili
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di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan
Nomor 0577/Reg.K/0548/2022/PA.Tmk tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 548/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 31
Maret 2022 yang dibacakan di dalam sidang dan ternyata Tergugat tidak
dikenal di alamat yang dipanggil;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas tanggal 31 Maret 2022, Tergugat
tidak dikenal di alamat yang dipanggil dan atas keterangan tersebut, Kuasa
Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut
perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 17 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
0577/Req.K/0548/2022/PA.Tmk tanggal 28 Maret 2022, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
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bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan
memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
548/Pdt.G/2022/PA.Tmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Agus Adhari, S.H.I., S.H.
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LLM. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.l., M.H. dan Muhammad
'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang
sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. Agus Adhari, S.H.l., S.H. LLM.
Hakim Anggota

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.
Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp60.000,00
3. Panggilan : Rp100.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
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